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Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam
Pembangunan Desa di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di
Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel
menggunakan metode Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,
yang mana jumlah informan berjumlah 7 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif,
melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyanjian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Kesiangan
Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah baik, dimana indikator Perencanaan,
Pengorganisasian, Memimpin dan Pengendalian Dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Kesiangan
Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan sebagaimana mestinya, jadi dapat
disimpulkan Kepala Desa sudah berperan dengan baik Dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung
Kesiangan.

Kata kunci : Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

Abstract
This research was conducted in Gunung Kesiang Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency.

The purpose of this study was to find out the Role of the Village Head in Village Development in Gunung
Kesiang Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. the formulation of the problem in this research is
What is the Role of the Village Head in Village Development in Gunung Kesiangan Village, Benai District,
Kuantan Singingi Regency. The sampling technique using the Purposive Sampling method is a sampling
technique with certain considerations, in which the number of informants is 7 people. The data analysis used
is descriptive qualitative, through interviews then data reduction, data presentation and then the writer draws
conclusions. The results showed that the role of the village head in village development in Gunung Kesiang
Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency was good, where the indicators of Planning, Organizing,
Leading and Controlling Village Development in Gunung Kesiang Village, Benai District, Kuantan Singingi
Regency were running as they should, so it can be concluded The village head has played a good role in
village development in Gunung Kesiang Village.

Keywords : The Role of the Village Head in Village Development
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1. PENDAHULUAN
Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan
yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga
atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam
menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas.
Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan
program-program dari pemerintah.

Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman
pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai
kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan
pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber
daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang
bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga
di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Djiwadono, (dalam Nurman 2015 : 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan
desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan
dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan
kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti
menigkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan
yang mencakup:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.
Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari
konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat
provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses
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pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar
kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek
pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena
merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus
dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks
pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu memebicarakan
tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu
diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal
utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
desa, dan pemberdayaan masayarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1
Tentang Desa). Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh
elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintahan desa. Seorang
kepala desa menerima kordinasi dari camat, akan tetapi hal tersebut bukan seperti sebuah
tanggung jawab kepada camat. Setiap desa di indonesia memiliki banyak nama nama lain
untuk jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun masa kerja dan dapat
diperpanjang untuk satu kali jabatan lagi. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, siapa
saja boleh menjadi kepala desa pada sebuah desa selama orang tersebut memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh pemerintaah desa. Namun sering kali terjadi kekeliruan antara
kepala desa dengan lurah. Perbedaannya adalah lurah merupakan pegawai negeri sipil
yang mempunyai tanggung jawab kepada camat, sedangkan kepala desa boleh menjadi
salah satu dari anggota politik, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurus dari partai politik.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program
pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat desa. Pengaruh kepemimpinan kepala desa erat hubungannya
dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu,
perilaku kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa
dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan tujuan
pemerintahan desa. Kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi
kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai
pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat. Kepala desa
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sendiri di haruskan untuk memiliki sertifikat berpendidikan paling rendah tamat SLTP
dan/atau sederajat.

Apabila diperhatikan pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintahan desa tahun
2021, tidak ada pembangunan fisik yang dapat terlaksana, karena sebagian besar dana
diperuntukkan untuk penanggulangan bencana Covid. pada dua tahun terakhir tidak ada
pembangunan fisik sama sekali, padahal masih banyak kekurangan sarana dan prasarana.
Minimnya sarana dan prasarana dengan dibuktikan banyak jalan-jalan desa yang rusak,
serta belum adanya gedung posyandu desa, yang mana posyandu saat ini menumpang
dengan puskesmas, hal ini tentunya membuat posyandu desa tidak maksimal, serta akan
mengganggu pelayanan puskesmas saat adanya kegiatan posyandu desa. padahal cukup
banyak Pendapatan desa yang diterima oleh desa gunung kesiangan, berikut Pendapatan
cukup banyak pendapatan Desa Gunung Kesiangan, Namun tidak ada pembangunan fisik
yang dilakukan pada tahun 2021, hal ini tentu tak lepas dari arah dan kebijkan yang
diambil pemerintahan desa. peranan kepala desa dalam pembangunan sebuah desa
sangatlah penting untuk kemajuan desa, peran kepala desa sangat diharapkan sebagai
kepala pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan yang dibutuhkan desa.
Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal
tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membuat kajian
ilmiah dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung
Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur,
mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya
mengadung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari
penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah tercciptanya dalam susunan dan
pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi
eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali,
2015 : 23)

Menurut Sondang P Siagian (dalam syafii, 2016 : 5) administrasi adalah keseluruhan
proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah dientukan
sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian, mengartikan Administrasi sebagai keseluruhan kegiatan
yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara atau dari suatu
pemerintahan dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut (dalam Ridwan, 2011:29).

Menurut Soerjano Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu
pengetahuan adalah pengetahuan (knowledge) yang tersusun sistematis dengan
menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau
umum (dalam Inu Kencana Syafie, 2010:3).

Menurut The Liang Gie, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan
terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama
mencapai tujuan tertentu (dalam Inu Kencana Syafie, 2010: 14).
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Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan
keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan
oleh dua oarang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya (dalam Inu Kencana Syafie, 2010:14).

Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna
memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin, negara adalah suatu
persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal
dari kuasa yang berdaulat.

Menurut Hugo De Groot, negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya
dalam setiap organisasi yang namanya negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat
pelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada
siapa saja yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada
peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (control) monopolistis dan kekuasaan
yang sah (dalam Inu Kencana Syafie, 2010:22).

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat. organisasi,
kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa,
baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan
kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan
sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan,
pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang
tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka
mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Menurut William H. Newman Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan
tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi
tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain
dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. (dalam Silalahi, 2013 : 125)

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Anggara, 2012 : 144) memisahkan fungsi
administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

a. Merencanakan
b. Mengorganisasian
c. Memimpin
d. Melaksanakan pengorganisasian
e. Melaksanakan pengawasan
Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian,
2014 : 13)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpianan, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan. (Siagian, 2014 : 14)
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Unsur administrasi adalah bagian-bagian penting dalam administrasi yang menjadikan
administrasi itu utuh dan sempurna sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Ahli administrasi sepakat bahawa terdapat delapan unsur administrasi. Menurut The Liang
Gie (dalam Indradi, 2016 : 17) menyebutkan kedelepan unsur yaitu :
1. Unsur Pengorganisasian

Unsur Pengorganisasian merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan untuk menyusun
suatu kerangka dari organisasi yang akan menjadi wadah atau tempat untuk setiap
kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai segala tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

2. Unsur Manajemen
Manajemen merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan para karyawan dan
menggunakan seluruh fasilitas kerja sehingga tujuan kerjasama yang telah ditetapkan
bersama bisa benar benar tercapai.

3. Unsur Tata Hubungan
Tata hubungan merupakan salah satu dari 8 rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk
menyampaikan warta/berita dari kedua belah pihak agar terjalinnya proses kerjasama.

4. Unsur Kepegawaian
Kepegawaian merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengatur dan
mengurus masalah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama/dalam sebuah
kantor.

5. Unsur Keuangan
Keuangan merupakan rangkaian kegiatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam
usaha kerjasama.

6. Unsur Perbekalan
Perbekalan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pemakaian,
mendaftar, mengadakan, mengatur dan memelihara sampai dengan
menyingkirkan/melenyapkan seluruh perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan lagi
dalam sebuah kantor.

7. Unsur Tata Usaha
Tata usaha merupakan rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah,
menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan
dalam usaha kerjasama.

8. Unsur Perwakilan
Unsur Perwakilan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk
menciptakan sebuah hubungan baik dan berusaha untuk memperoleh banyak
dukungan dari masyarakat sekitar tempat usaha/perusahaan

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai basic process of administration, yang
terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (planning).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian

hubungan (organizing).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan

(staffing).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (directing).
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5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang
diharapkan (controlling)

2.1.2 Teori Kepemimpinan
Pemimpin adalah seseorang yan memiliki bawahan atau pengikut untuk satu tujuan dan

keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimipinan yang dimilikinya. Sedangan
kepemimpinan telah dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang
memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan –
tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan dibawah ini : (Edison, dkk 2016 : 89)
1. Schermerhorn : kepemimpinan adalah proses meginspirasi orang lain untuk bekerja

keras guna menyelesaikan tugas-tugas penting.
2. Gary Yukl : kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain memahami dan

setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara
efektif, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan
bersama.

3. Jeff Madura : kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan
orang lain demi mencapai sasaran (dalam Edison, dkk 2017 : 89)

Dari berbagai literatur tentang kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin (leader)
adalah orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan (leadership). Adapun
istilah pimpinan mencerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hirarki
tertentu dalam suatu organisasi formal maupun non formal. Pemimpin organisasi ini tentu
saja mempunyai bawahan, yang karena kedudukannya seorang pimpinan mempunyai
kekuasaan formal dan tanggung jawab. Istilah lain di lingkungan birokrasi yang memiliki
makna yang sama dengan pimpinan yakni atasan atau kepala. Kedua istilah ini tersebut
juga lazim disebut pejabat yakni seseorang yang diangkat untuk menduduki atau
memangku suatu jabatan tertentu sesuai hirarki organisasi. Oleh karena itu, mengacu pada
pengertian tersebut, maka pejabat sudah pasti sebagai pimpinan, tapi belum tentu dapat
berperan sebagai pemimpin. Dalam suatu organisasi birokrasi yang baik, tentu saja
diharapkan seorang pejabat dapat juga berperan sebagai pemimpin. Sejalan dengan
pemahaman itu, fenomena kepemimpinan ini tentu saja bersifat lebih luas dibandingkan
pimpinan. Pemimpin dapat diaplikasikan dalam kontek organisasi maupun non organisasi,
karena seorang pemimpin dapat berpengaruh tanpa harus diberi kewenangan formal,
seperti contohnya tokoh masyarakat, pemuka agama, alim ulama dan sebagainya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas
kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebit dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya
kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan
dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga
pola dasar, yaitu:
1. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama.
Menurut Terry (dalam Sutrisno, 2016:219) fungsi pemimpin dalam organisasi dapat di

kelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3)
penggerakan; dan (4) pengendalian.
1. Perencanaan ialah Menetapkan sasaran dan standar, merencanakan sumber daya secara

efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan dalam membantu terwujudnya tujuan.
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2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua sumber daya dengan
menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan
koordinasi dalam bagan organisasi (organizational chart). Organisasi hanya merupakan
alat untuk mencapai tujuan.

3. Penggerakan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar
supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas
serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus
dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai
pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan
sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar yang ingin dicapai
Menurut Emron Edison dkk (2016 : 98-99) ada beberapa karakteristik kepemimpin

transformasional yaitu:
a. Memiliki strategi yang jelas. Pemimpin melakukan dan memiliki rencana perubahan

beasar dan terarah terhadap visi, misi dan strategi organisasi serta dikomunikasi
dengan baik kepada anggotanya.

b. Kepedulian. Pemimpin memiliki kepedulian terhadap setiap permasalahan yang
dihadapi oleh para anggota dan memotivasi serta perduli.

c. Merangsang anggota. Permimpin merangsang dan membantu anggota untuk tujuan-
tujuan positif dan menghindari hal-hal yang tidak produktif.

d. Menjaga kekompakan tim. Pemimpin selalu menjaga kekompakan tim dan tidak ingin
terjebak dalam pemikiran anggota.

e. Menghargai perbedaan dan keyakinan. Pemimpin menghargai setiap perbedaan
pendapat untuk tujuan ke arah yang lebih baik, dan mengajak seluruh anggotanya
untuk menghormati perbedaan dan keyakinan

2.1.3 Teori Desa
Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki

kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.
Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan
hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber
pambiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemarintah daerah,
pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan
hak asal-usul desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa diselengarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
Penyelenggaran Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau
sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang
berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus
kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam manjalankan tugas dan fungsinya
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan
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tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab
utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di
desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi,
dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kapada sekretaris desa.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut: Penyusunan Peraturan
Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.
1.Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat desa

2.Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan
masukan.

3.Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait
langsung dengan substansi materi pengaturan.

4.Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk
tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

5.Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa
kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

2.1.4 Teori Pembangunan
Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang

terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-
macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh
satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan
Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan
proses untuk melakukan perubahan (Tjokrowinoto. 2012:30), untuk lebih jelasnya berikut
ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.

Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar
oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa (nation building) (dalam Noor Isran, 2013:70)

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun
1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam
pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan dan pembangunan masyarakat.

Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut
secara menyekuruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan prinsip–prinsipnya.
Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya.
Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku
dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat langsung berkewajiban memajukan
pelayanan pemerintah lokal berkewajiban memajukan organisasi (Daldjoeni, 2014:119).

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan.
Siagian (dalam Noor Isran, 2013:127), mendefiniskan pembangunan sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima
implikasi dari definisi tersebut, yaitu:
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1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu
maupun kelompok.

2. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, kemerataan dan
kesejahteraan.

3. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya
sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam
bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.

4. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara lain
dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati
Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
(Kessa, 2015 : 19)

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6
(enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun

2.1.5 Teori Manajemen
Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”)

berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabungkan menjadi
kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) yang berarti
melatih. (Syafiie, 2016 : 48)

Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari
perencana, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk
melakukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber
daya manusia. (Syafiie, 2016:49)

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses prencanaan
pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan
penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. (dalam
Donni & Agus, 2013:29)

Menurut George R. Terry menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ialah
(dalam Zulkifli & Moris, 2019 : 47):

a. Planning (perencanaan),
b. Organizing (pengkoordinasian),
c. Actuanting (pemberian dorongan), dan
d. Controlling (pengawasan).
Dari penjelasan beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu

proses atau upaya yang dilakukan secara keseluruhan yang berkaitan dan saling diorganisir
dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapan sebelumnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam
organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai
yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno,
2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan
tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme
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menunjukan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai
keberhasilan organisasi

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi
manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi
organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala,
2013 :13).
a. Perencanaan
Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai
dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya
suatu tujuan.

b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan
pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan
organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi
yang baik akan membantu terwujudnya tujuan efektif

c. Pengarahan
Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau
bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan
oeganisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan
memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik.

d. Pengendalian
Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan
organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan
tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran,
kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses
berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar penomena yang
diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti
tanpa menggunakan data kuantitatif, tapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal
dari peneliti dan menjawab permasalahan yang dihadapi (Gunawan, 2015 : 80)

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan
observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi
soasial tersebut. penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara
purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016:299).
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam
Pembangunan Desa di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan
Singingi.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarakan observasi penulis dilapangan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam

Pengendalian Pembangunan Desa di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah baik, bahwasanya Kepala desa memantau
pelaksanaan pembangunan yang ada didesa sudah baik, dalam pembangunan selalu
menganjurkan kerja sebaiknya dan sesuai dengan adukan dalam RAB, sebagai pemimpin
Kepala desa bertanggung jawab atas segala pelaksanaan kegiatan pembangunan,
memantau pelaksanaan pembangunan desa, Memastikan segala sesuatu berjalan
sebagaimana mestinya, mengevaluasi saat pelaksanaan berlangsung dan mengevaluasi dari
hasil pelaksanaan pembangunan, Mengajak, menghimbau agar sama-sama menjaga dan
merawat hasil-hasil pembangunan di desa, serta memastikan Pemanfaatan sesuai dengan
fungsinya.
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